
 3. Peraturan ...

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 54 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, 

terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan 

Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan 

berdampak pada peningkatan pelayanan publik; 

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada huruf  a ,  per lu  pengaturan  

mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas 

dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga 

dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang 

terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

Men g in ga t  :   1 .   P a sa l  4  ay a t  ( 1 )  Un dan g- Un dan g Da s ar  N egar a  

R epu b l i k  Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4355); 
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2. Kementerian/ ...

3 .  Pe r a tu r an  Pemer i n t ah  Nom or  29  T ahun  2000  ten tan g  

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3956); 

4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Mi l i k Negara/Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA  

PEMERINTAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Pengertian dan Istilah 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

dengan Pengadaan Barang/Jasa adal ah kegia tan un tuk  

memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah/Institusi  lainnya yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 

seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 
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 10. Panitia/ ... 

2.  Kementerian/Lembaga/Satuan Ker ja Perangkat Daerah/  

Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah 

instansi/insti tusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 

3.  Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di  

masing-masing K/L/D /I. 

4.  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 

selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang 

ber tugas  mengembangkan  dan  merumuskan  kebi jakan 

Pengadaan  Barang/ Jasa  sebagaimana d imaksud da lam 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

5.  Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ 

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang 

disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 

6.  Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah 

pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN 

atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 

7.  Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

8.  Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah 

unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, 

dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 

9.  Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat 

Keah l i an  Pengadaan  Barang/ Jasa  yang me l aksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa. 
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 18. Industri ... 

10.  Panitia/Pejabat Penerima Hasil  Pekerjaan adalah panitia/ 

pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa 

dan menerima hasil pekerjaan. 

11.  Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada 

institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang 

melakukan pengawasan mela lu i  audi t ,  rev iu ,  evaluas i ,  

peman tauan  dan  keg i a t an  pengawasan  l a i n  te rhadap  

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

12.  Penyedia Barang/ Jasa  adal ah badan usaha a tau orang 

perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 

13.  Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk 

mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme 

dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

14.  Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud,  bergerak maupun tidak bergerak,  yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 

Pengguna Barang. 

15.  Peker j aan  Kons t ruks i  ada l ah  se l u ruh peker ja an  yang  

berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau 

pembuatan wujud fisik lainnya. 

16.  Jasa Konsu l tans i  adalah jasa layanan profes ional  yang 

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan 

yang mengutamakan adanya o lah piki r  (brainware) .  

17.  Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan 

ter tentu yang mengutamakan keterampi lan (skillware)  dalam 

suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan 

dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan 

Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 
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18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan 

kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu 

untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan 

melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya 

cipta. 

19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti 

pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan 

profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 

20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya 

di rencanakan, diker jakan dan/atau diawasi  sendir i  o leh 

K/L/D/I sebagai  penanggung jawab anggaran,  ins tans i  

pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 

21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh 

ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan 

yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan 

Barang/Jasa. 

22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia 

Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 

23. Pe l e l angan  Umum ada l ah  metode  pem i l i han  Penyed i a 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua 

p e ke r j a an  y an g  d a pa t  d i i k u t i  o l e h  se m u a  Pen ye d i a  

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi 

syarat. 

24. Pelelangan Terbatas  adalah metode pemil ihan Penyedia 

Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan 

jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas 

dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

25. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai  paling 

tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

26.  Pemil ihan . . .  
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